UNIVERSITAS

Legalitas Akses &quot;Primary Care&quot; dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Kesehatan berkaitan dengan Kerahasiaan Rekam Medis Pasien
NICOLAUS OSCAR NUGROHO PRABOWO, RA. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

Abdelhak, Mervat., Grostick, Sara., Alice Hanken, Mary., Jacobs, Ellen., 2001,
Health Information : Management of a Strategic Resource, Saunders,
Philadelphia.

Anwar, Azrul, 1996, Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan ; Aplikasi Prinsip
Lingkaran Pemecahan Masalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Asyhadie, Zaenal, 2017, Aspek — Aspek Hukum Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta.

Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik
Indonesia, 2007, Pedoman penyelenggaraan Rumah Sakit 2008,
Departemen Kesehatan RI, Jakarta

Harahap, Yahya, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

Hatta, Gemala R., 2008, Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana
Pelayanan Kesehatan, Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta

Hendrik. 2016, Etika & Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC,
Jakarta.

llyas, Yaslis, 2004, Wajah Pelayanan Kesehatan Kita, Djambatan, Yogyakarta.

Kansil, CST., 1991, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, PT. Melton Putra,
Jakarta.

Lubis, Sofyan, 2008, Konsumen & Pasien dalam Hukum Indonesia, Liberty
Yogyakarta, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta.

Mochtarom, Achad, 2011, Siapa Penyelenggara Jaminan Sosial Nasinal, Pusat
Studi Hukum & Bisnis, Jakarta.

91



Legalitas Akses &quot;Primary Care&quot; dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Kesehatan berkaitan dengan Kerahasiaan Rekam Medis Pasien
NICOLAUS OSCAR NUGROHO PRABOWO, RA. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Muhammad, Abdulkadir, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung.

Murti, Bhisma, 2000, Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan, Kanisius, Yogyakarta.

Ohoiwutun, Triana, 2007, Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Bayumedia
Publishing, Malang.

Saifuddin, Abdul Bari, dkk., 2009, Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan
Maternal dan Neonatal, PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.

Seojono, Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Siswati, Sri. 2015, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektif Undang —
Undang Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta.

Situmorang, Chazali H, 2013, Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia, Penerbit
CINTA Indonesia, Depok.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia,
Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia,
Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan, Remadja Karya CV,
Bandung.

Suhadi, 2015, Asuransi Kesehatan, PT. Leutika Nouvalitera, Jakarta.

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir/Penulisan Hukum/Artikel Jurnal

Afrilia, Veny, Sumartias, Suwandi, Erdinaya, L. K.,. “Transformasi PT ASKES
(Persero) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”,
Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 5, No. 2, 2017.



Legalitas Akses &quot;Primary Care&quot; dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Kesehatan berkaitan dengan Kerahasiaan Rekam Medis Pasien
NICOLAUS OSCAR NUGROHO PRABOWO, RA. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Alvinta, Aprilla Adha, 2017, Analsis Kelengkapan Rekam Medis Dalam
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Pasien Jiwa di RSJD
Dr. RM. Soedjawadi Provinsi Jawa Tengah, Tugas Akhir, Sekolah VVokasi
Universitas Gadjah Mada.

Djangoek, Arthur Apriradino, 2016, Pentingnya Rekam Medis Pasien Instalasi
Gawat Darurat RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Sebagai Alat Bukti
Hukum Kasus Pidana, Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah
Mada.

Handiwidjojo, Wimmie, “Rekam Medis Elektronik”, Jurnal EKSIS, Vol 02, No
01, Mei, 20009.

Puspitadewi, Angga, 2017, Tinjauan Yuridis Ketidaklengkapan Rekam Medis
Pasien Korban Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010 Di Rumah Sakit Panti
Nugroho, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Wicaksana, | Putu Bagus, 2017, Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama antara
BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada, Skripsi,
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

C. Internet

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, “Sejarah Perjalanan Jaminan

Sosial di Indonesia”, http://bpjs-
kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4, diakses 24 Maret
2018

Panduan dan Informasi BPJS Kesehatan Online, “Aplikasi pcare BPJS Kesehatan
Online untuk Puskesmas”, https://www.panduanbpjs.com/aplikasi-pcare-
bpjs-kesehatan-online-untuk-puskesmas/ diakses 11 April 2018

UN General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights”,
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/  diakses 21
Maret 2018.



http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4
http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4
https://www.panduanbpjs.com/aplikasi-pcare-bpjs-kesehatan-online-untuk-puskesmas/
https://www.panduanbpjs.com/aplikasi-pcare-bpjs-kesehatan-online-untuk-puskesmas/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Legalitas Akses &quot;Primary Care&quot; dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Kesehatan berkaitan dengan Kerahasiaan Rekam Medis Pasien
NICOLAUS OSCAR NUGROHO PRABOWO, RA. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

D. Peraturan Perundang — Undangan

Undang — Undang Dasar Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Universal Declaration of Human Rights

Undang — Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Undang — Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang — Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemeri Kerja Selain Penyelenggara Negara dan
Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran
dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5481)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)



Legalitas Akses &quot;Primary Care&quot; dalam Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Kesehatan berkaitan dengan Kerahasiaan Rekam Medis Pasien
NICOLAUS OSCAR NUGROHO PRABOWO, RA. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42)

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/111/2008 tentang Rekam
Medis.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
56/MENKES/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005 (Warta
Perundang — undangan No. 2457)

Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia Dan  Direktur Utama BPJS  Kesehatan  Nomor
Hk.01.08/111/980/2017 Tahun 2017 Nomor 2 Tahun 2017



